
 

 

 

 

 
 

GUBERNUR SULAWESI BARAT 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT 

NOMOR   3    TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  

NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN 

DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA 

MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SULAWESI BARAT, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan optimalisasi 

dalam pelaksanaan penganggaran, pelaksanaan, dan 
penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta 

monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, perlu 
dilakukan penyesuaian pedoman pelaksanaan hibah dan 

bantuan sosial;  

 b. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 
2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta 
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial beserta 

perubahannya sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, 

sehingga perlu diubah; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur 

Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara 
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan 

Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial; 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 

Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 
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 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4422); 

 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4723); 

 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322); 

 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

 9. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta 
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan  Bantuan Sosial (Berita 

Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021  Nomor 9) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2021 
tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Sulawesi 

Barat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, 
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan 
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan  Bantuan 

Sosial (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021  

Nomor 40); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan   : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 
2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN 
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN 

PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI 
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL. 

Pasal I 

Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara 

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan 
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita 
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 9) telah beberapa kali diubah 

dengan... 
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dengan Peraturan Gubernur: 

a. Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi 
Barat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan 

dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring 
dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Sulawesi 

Barat Tahun 2021 Nomor 21); 

b. Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur 

Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, 
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta 
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi 

Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 40); 

 

diubah sebagai berikut: 

Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 42A 

sehingga berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 42A 

(1) Terhadap ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 

(4) dikecualikan terhadap keadaan darurat dan mendesak.  

(2) Keadaan darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. keadaan darurat, meliputi:  

1. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar 

biasa; 

2. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 

3. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan 

publik. 

b. keadaan mendesak, meliputi: 

1. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

2. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat 

wajib; 

3. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan 

tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 

perundang-undangan; dan/atau  

4. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat. 

(3) Proposal dievaluasi oleh SKPD untuk mendapatkan rekomendasi dari kepala 

SKPD dan nota pertimbangan TAPD sesuai dengan ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 42 ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10). 

(4) Rekomendasi Kepala SKPD dan Nota Pertimbangan TAPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan 

Sosial dalam Perubahan Penjabaran APBD. 

(5) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi 

anggaran bantuan sosial berupa uang, barang, dan/atau jasa. 

 

 

Pasal II... 
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Ditetapkan di Mamuju 

pada tanggal  24 Januari 2023          

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT, 

 
          ttd 
              

 
 AKMAL MALIK 

 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Mamuju 

pada tanggal 24 Januari 2023          
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, 

 

         ttd 

 

MUHAMMAD IDRIS 

 

 

 

 

 

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023 NOMOR 3 

Salinan  Sesuai  Dengan  Aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 
 

   ttd          
 

Dr. SUYUTI MARZUKI, S.Pi, M.T, M.Sc 

Pangkat: Pembina Tk.I/IV.b 

NIP.      : 19690820 199903 1 005 


